
BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NoMoR6r tRttuN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang: a.

BI SMILLAHIRRAH MANIRRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten pidie
Nomor 4 Tahun 2ol7 tentang Pertanggungjawaban Pelaksaruaat:.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran
2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Tahun 2OtT
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2Ot6;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2016;

Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I99g
Nomor 75, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
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Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor a355);

b.

2.

3.

4.

5.



-2-

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoOl;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a$4;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 21O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahttn 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416\, sebagaimana telah tiga kali diubah,
teerakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 47, Tambahan I-ernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7l2);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentalg Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2OO5 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang NegarafDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOS tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45761, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5781;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a593);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6I5);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Perat'uran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Nega
Republik Indonesia Nomor a7$l;



-4-

23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OLO tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OIO Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2Ol1 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52t91;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

26.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OIO tentang Pengadaan
Barangf Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2OIO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 5a1);

2g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor A25);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor
9O3) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahwn 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2075 tentang Perubahan
atas Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O15
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1893);

31. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggatan 20
(Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2015 Nomor 04);
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32. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2Ot6 tentang Perrrbahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2OL6 Nomor
06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2Ot6 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan
2. Belanja Daerah

a. Belanja Tak langsung
Belanja Pegawai

Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bagi Kepada Provinsi/
Kabupate n I Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bantuan Keuangan KePada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan

Pemerintah Desa dan ParPol

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tak Langsung

b. Belanja Langsung
Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja SeluruhnYa
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

PENJABARAN
ANGGARAN

PIDIE TAHUN

Rp. 249 .489 .453 .845 ,7 2

Rp. 1.136.572.837.485,00
Rp. 675.536.953.982.22
Rp. 2.06I .599 .245.312,94

Rp. 740.O71.066.408,00
Rp. 125.O00.OOO,O0

Rp. 35.142.256.465,00
Rp. 10.811.064.0 15,00

Rp. 2.O73.150.528,00

Rp. 497.156.896.738,00

Rp. 4.687.970.000.00
Rp. 1 .29O.067 .4O4.154,00

Rp 151.363.257.205,00
Rp. 299 .8L6.461 .064,44

Rp. 395.187.538.637,O0
Rp. 846.367.256.906,44
Rp. 2.136.434.667.060,44
Rp. (74.835.4L5.747,5O]'

Rp. 188.429.22O.894,27
Rp. o

Rp. r88.429 .22O.894 2r
Rp. 113.593.805.146,71
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Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Pidie ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran laporan realisasi anggaran

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam lampiran II Penjabaran laporan realisasi anggaran Peraturan
Bupati Pidie ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pidie ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : ll. Oktober 2077 M

?7 Muharram 1439 H

Diundangkan di :

Pada tanggal :

Sigli
16 Oktober 20t7 M
2Io Muharrarn 1439 H

PIDIE TAHUN 2OI7 NOMOR6'

RETARIS DA
KABUPATE},I PI

BERITA DAERAH KABUPATEN


